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Desak PP 85 Tahun 2021 Dicabut

Gus Muhaimin: Kalau Menterinya
Nogak Mau, Saya Minta Presiden

Nelayan mempersoalkan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor
perikanan. Kenaikan tarif dalam PP tersebut merugikan
nelayan, karena ada perbedaan tarif dan kenaikan

pungutan yang tidak wajar.

HAL 1tu terungkap saal Wakil
Ketug DPR Abdul Muhaimin
[skandar melakukan audiensi
dengan sejumlah asosiasi ne
\;l}.‘m Sequmlah asosiasi I11'\;J};u]
mengungkapkan keberatannya
lerhadip PNBP Sektor Perikinan
p:m':l-.‘ilh‘lI\lll\:lnn)u PP 85
Tahun 2021

“Sava menunggu usulan dan
masukan dari pengusaha ki
pal. neluyan dan musyarakat.
vang terdampak Peraturan
Pemerintah Nomor 85." kata
Gus Mulwmn, sapaan Abdul
Mubaimin lskandar, saar mem-
huka audiensi dengan sejumlah
asosiasinelavan di Gedung DPR,
Kompleks Parlemen, Jakara,
kemarin,

Ketua Asosiasi Pengusaha
Perikanan Gabion Belawan
1AP2GR) Solah H Daulay me-
nvatakan, PP Nomor 85 Tahun
2021 bertujuan untuk memng-
katkan PNBP di sektor penka-
nan. Namun. PP tersebut justru
membebans nelayan dan pelaku
usaha perikanan.

Pada aturan sehelunmyva, ura
dia, kategon kapal skala kecil,
di bawah 60 Gross Ton (GT)
dikenakan tanf 1 persen. Aturan
tersehut meningkat sehanyak
lima kaln Tipat pada PP Nomor
T8 Tahun 2008, menjadi 5 persen
dengun kategon kapal kecil 30
A0 G

“DiPP Nomaor 85 Tahun 2021
GT kapal semakin kectl juga

dikenakan, yaitu kapal dengan
ukuran-3-60°GT dengan tan

5 persen. Menurut kan, ranf

PNEP 5 persen bagi nelayan
keil sangat mengada-ada. kami
mempertanyakan KKP kensul-
tasinya dengan-<idpa”’ 1anya
Solah,

Dalam_kesempatan vang
sama.Ketua Himpunan Nelavan
Pengusaha Penikanan (HNPP)
Samudra Bestari Remon me-
myeron dlurn mengen patokan
harga ikan.

Diungkapkan. patokan harga
than di daerah berbeda-beda.
dan harga yang ditetapkan Ke-
menterian Kelautan dan Peri
kanan (KKP) jauh melampau
harga di tingkat pasar.

“Harga Fatokan Tkan (HPT)
yang ditetapkan KKP berdasar-
kan perkiraan. Mercka tidak
melihal realitas di masvarakat
Tingginya HPI akan meningkat
kan punguian PNEP sektor pen
kanan, tapi membebani nelayan
dan pelaku usaha perikanan,
upar Remion

Lahih lanjut. Remon menilai,
ngesdhan PP 85 Tuhun 2021
mendadak dan udak se-
nzan ruh Undang-Undang
(ULPerikanan, Bahkan. PP
tersehubmemberatkan para ne-
lavan.

*Kami sudah 30 tahun. bekerja
di pertkanan. Tapi. tidak pernah
diajak bicara untuk membahas
PP 85, tiba-tiba saja sudah ke-
luar.” sesal dia.

Remon jugd menvuarakan per-
.\ml.'lnkr,‘liln!;k;uiuBH\T JENIS S0-
lardi kalangannelayan. Bahkan.
harga solar nonsubsidi di daerah
mencapai Rp 1 2.800 per liter dan
ditambah beban pajak. schingga
nelavan tidak isa melaut

“Kami meminta kepastian,
kenapa liap ganti rezim ganti
peraturan, apa vang tefjadi di
KKP. KKP hanyva memikirkan
engambil pajak dan PNBP
i, tapi tidak memikirkan
tana kami mendapatkan

. tegas dia
Sementara, Ketva Umum
Aliansi Nelayan Indonesia tANT)

Riyono menyatakan, asal muasal
sumber permisalahan penolakan
dart nelavan terhadap PP 83
Tahun 2021 adalah herubahnya
targel PNBP dan sekior kelau-
tan dan penikanan dan Rp 600
miliar menjadi Rp 12 wnliun.
"Karenanva. PP harus di-
hatalkan,” cetusnya.

Sctelsh mendengar aspirasi s
jumbah asoseasi, Gus Muhaimin
siap memperjuangkan aspirasi
Asosiast Nelavan

Ketua Umum Partar Kebang-
kitan Bangsa (PKB} 11 akan
meminta Mentent Kelautan
dan Perikanan Wahvu Sakti
Trengzono mencabut PP 83
Tahun 2027 karena memberatkan
nelavan dan pengusaha perika
nan Indonesia

“Staf-staf saya DPR elah
merekam din mencatal masukan
secara detail. Menorut sava,
persoalan ini perlu dinndaklan-

juti. Kalau menterinya tidak

mau mencabut, va kia dorong
Presiden mencabut.” tegas Gus
Muhaimin. mon
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